
GUBERI{UR LAMPUNG

PERATT'RAIY GUB ERTUR LAMPUI{G
I{OMOR 6 TAJiITN 2022

TEITTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATT'RAN GUBERITUR LAMPUNG I{OMOR 16 TAIIUI
2021 TENTANG PEI{ERIMAAN PESR,TA DIDIK BARU PADA SE(OLAH

MEITEITGAH ATAS DAIT SEKOLI\H MEITET{GAH KE.'URUAN SERTA
PENDIDIKAIT KHUSUS DI PROVITSI LIIMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GT'BERNT'R LAMPUIYG,

Mengingat a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengalr Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan, serta Pendidikan Khusus, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur tampung Nomor 16 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta
Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas,
Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur tentang Nomor 16 Tahun
2O2l tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung perlu
disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor : 6998/ / A5lHK.Ol.O4l2O22 tentang
Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2O22/2023;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur l,ampung tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur [,ampung Nomor 16 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan
Khusus di Prorrinsi l,ampung;

1. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I l"ampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2O2l tentang Standar Nasional Pendidikan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2022
Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraal Pendidikan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dal Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 955);

lO. Peraturan Menteri Pendidikan dal Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2O2l tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1591);

1 I . Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor: 6998/ A5/HK.OI.O4 12022 Tentang Pelaksanaan
PPDB Tahun Ajaran 202212023 Tanggal 25 Januari
2022.

MEMUTUSI(AN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2O2I TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN
KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di
Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 8

Pendaftaran PPDB ditaksanakan melalui jalur
sebagai berikut:

a. zonasi;

b. afrrmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. prestasi.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat(21, ayat (3) dan ayat (4)
diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, paling sedikit 50olo (lima puluh
persen) dari daya tampung sekolah.
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(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, paling
sedikit l5olo (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c, paling banyak 57o (lima persen) dari daya tampung
sekolah.

(a) Dafam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi
sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1l ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1l

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran II Peraturan Gubernur ini.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan alamat pada kartu kelurga yang diterbitkan paling singkat 1

(satu) tahun sebelum tanegal pendaftaran.

(3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat
diganti dengan surat keterangan domisili.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam; dan/atau

b. bencana sosial.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 15

(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru

a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

b. penyandang disabilitas.
(2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang

berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal calon peserta didik yang menda-ftar melalui jalur afirmasi
melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan pemerintah
daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan
memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat
sekolah.
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5. Ketentuan Pasal 17 ayat (l) diubah, sehingga Pasal 17 ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
a. instansi;
b. lembaga;
c. kantor; atau
d. perusahaan yang mempekedakan.

(2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali,
maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada
sekolah tempat orang tua/wali bertugas.

(3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali
di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang
terdekat dengan sekolah.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 18

(1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
d ditentukan berdasarkan:

a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat pararel nilai
rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:
1. peringkat I sampai dengan 10 untuk akreditasi A;

2. peringkat I sampai 5 untuk akreditasi B; dan/atau
3. peringkat 1 untuk akreditasi C.

b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

(2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai
rapor pada semester I (satu) sampai dengan semester 5 (lima).

(3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi nilai
pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan
kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, serta
ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

(4) Nilai pengetahuan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau
ilmu pengetahuan sosial sslagairnan4 dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan jurusan yang dipilih.

(5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga)
tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi
I-ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 6 - 4- 2022

GI,BERITI'R LAIIPUIIG,

ttd

ARII{AL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 6 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVIISI LAMPUIYG,

ttd

FAHRIZAL DARIUINTO
aslinya
HUKUM

SH MH.
Utama Muda

NIP. r96s(x)Os 199103 1004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUI{G TAJIUI{ 2022 ITIOMOR 6

I IRC
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LAMPIRAN I : PERATURANGUBERNURLAMPUNG
NOMOR: 6TAHUN2022
TANGGAL: 6 - 4 - 2022

DAF"TAR SKOR PRESITASI AKADEMIK DAI{ ITON AKADEMIK
DAIAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB}

SEKOLAH MEI{EI{GAH ATAS DI PROVNTSI LAMPT'NG

GUBERI{UR LAMPUITG,

ARII{AL DJUNAIDI

aslinya
HUKT'M

Utama Muda
NrP. 19650905 199103 lOO4

ttd

TIIYGKAT
SKOR PERORAI{GAN SKOR BERBGU

JUARA 1 JUARA 2 .,UARA 3 .,UARA 1 .II'ARA 2 .,UARA 3

1 lnternasional 240 230 220 210 200 190

2 Nasional 180 170 160 150 140

Provinsi t20 110 100 90 80 70

4 Kabupaten/ Kota 60 50 40 30 20 10

5 Haliz A1 Qur'arr dtbertkdn skor 4O/Juz

I

n"lI

I
I

I

I

130



ro XTBT'PATEf,/KOTA PUAAT ZOXA XDGA.IA'TAT EILAYAII ZOITA

I SMAN 2 Bo4iit Kac. Beqiit, IGc. Beredatu, IGc. Kalui dtdr KEe. Grllrung
labuhan

9 SMAN I Buay Bahuga
IGc. BahuSa, l&c. Buay Bahuta, Kcc. BuEi Agung da.
Kcc. Bury Madang Timur

10 SMAN 2 Buay Behuga
Kcc. Bahutr, K.c. Buay Bahug8" Kcc. Buai Agur8 dan
Kcc. Buay Mad6€ TiEur

K!c. BshuSE, Kcc, Buay Bshwa, K!c. Buroi Agurrg dan
l(.c. Buay MadaaE TiEur

12 SMAN 1 Netsra Batin
Kcc. Ncgara Bafin, PKcc. aluan Ratu dan Kec. NcEEri
BaBar

13 SMAN 2 Negara Batin Koc. NcgE a Batin, I(ec. Gunuog Tdang dao Xcc. Ne$ai
Balar

14 SMAN I Xctcri Aguig Xcc. Ne{cri ASUDA, l(ac- Blsmbsngo$ Uapu, l(.c. Guouttt
Lsbuhan, Baradatu dan Hulu Suntkai

15 SMAN 2 Netcri Aauog
Kcc. Nc&ri Aguna, Kcc. GununS tabuhdt, lcc. Hiru
Sunakei, D.n l(ec- Blaabengan Umpu

16 SMAN I NeScri Bcsai Kec. Netei Bcsar Dan Kec. NagEra Batin

17 SMAN 2 N.a6i B€3ar Xec. Ne&!:i Bclar Dan Kec. Nqera Batin

18 SMAN I Gunun8 Labuhan
IGc. Ounung lrbshsn, tbc. Baradatu, lbc. Buldt
KcEunin& Kec. $bgkai Utara dan l(ce. Hulu Su.Btkai

l9 SUAN 2 Ounung labuhen Kcc. Gunung l,abuhao, Kcc. Baradahr, Kec. Buldt
Kcmunin& Kcc. Surl8ksi Utara dan Kcc. Hutu SurEkai

20 AMAN I P.kuarr Ratu Kcc. Bahuta, (cc. Pakuan R&tu d3n Kcc. Ncgaia Batin

21 gMA}{ t RcbanS Tantkas Kcc. RebdU Taqha& Kcc Kalui, lcc. Blalrbangan
Ulopu, dar lfuc, Brry P.eeca

22 SMA 2 Rcbang Tarr€l.as
ttu . R.ber8 TanSLas, Iftc. trasui IGc. Bfa!$6ngan
Umpu, da.o Ihc. Buay fuurancr

23 gUAN I way Tuba
Kcc. Way Tub6, Kec. BlaEbalSan Uepu, Kcc. BuDi
Agury dan Xec. Kotabaru S.lataD (Oku Tiour)

24 SMAN f O.duna H'!ap@ I(cc. Ncgcri Agun& Kc.. Ounui* l-abuhar! lcec. Hulu
Sunglai" Krc. Bahuga Dan Kec- Bla.ebatgan Udpu

GUBERIIT'R LI\MP['![G,

ttd

ARIITAI N'I'NAIDI

ai aslinya
ITUKUU

Utra. Urrds
MP 199l(x1 1(x)4

11 SXAN I Buai AtuDt

rai{a


